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ABSTRACT 

This research aims to examine the influence of taxpayer awareness, knowledge and understanding, 

tax sanctions and service quality by the tax authorities on compliance in paying taxes by taxpayers 

of micro, small and medium enterprises. The sampling technique used in this research is non-

probability sampling technique with a purposive sampling method. Determination of the sample 

size was determined using the Slovin formula. The consideration for using purposive sampling is 

because the sample in this study was a minimum of 129 micro, small and medium enterprise 

taxpayers. Data collection in this research was carried out using the technique of distributing 

questionnaires to be filled in by respondents. Respondents will answer questionnaire questions 

using a Likert scale. Data were processed using multiple linear regression analysis. The Adjusted 

R2 value of the multiple linear regression model is 76.3%. This means that the independent variable 

is able to explain 76.3% of the variability in the dependent variable, while the remaining 23.7% is 

explained by other variables not included in this research. From the results of the hypothesis test, 

it is known that taxpayer awareness of micro, small and medium enterprises, tax knowledge and 

understanding of taxpayers of micro, small and medium enterprises, tax sanctions and the quality 

of tax services have a significant effect on compliance with paying taxes.  
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PENDAHULUAN 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

perekonomian kerakyatan di Indonesia. Dalam kegiatannya UMKM ini dapat mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja pada suatu daerah. Beberapa sumber daya 

yang digunakan dalam kegiatan UMKM dalam mendorong perekonomian daerah antara lain adalah 

sumber daya dibidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, rumah makan, kerajinan 

tangan dan bidang lainnya. 

Pada tahun 2013 pemerintah membuat suatu kebijakan pajak yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46  tahun 2013 yang diterapkan pada 1 Juli 2013, mengatur 

tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima wajib pajak UMKM yang memiliki 

penghasilan bruto  usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak terakhir. Tarif pajak yang 

diberlakukan adalah sebesar 1 % (satu persen). Pada bulan Juni 2018 pemerintah mengeluarkan  

Peraturan Pemerintah (PP) yang baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018, 

berlaku mulai Juli 2018.  Tahun 2022 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tersebut 

dipebaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022, yang menyatakan bahwa 

bagi pelaku UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif 

pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.  Kebijakan   pemerintah  

dalam  menurunkan  tarif  ini  bertujuan  untuk  memberikan dorongan usaha pelaku UMKM serta 

mendorong peran serta masyarakat dalam pemenuhan perpajakannya. 

Namun tidak semua wajib pajak UMKM dapat melakukan pemenuhan kewajiban 

perpajakannya dengan baik dan benar Rama (2019). Wajib pajak UMKM ini tidak dapat melakukan  

pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar disebabkan oleh beberapa faktor. 

https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2539
mailto:ratnanugraheni@stiesia.ac.id


Owner: Riset & Jurnal Akuntansi 

e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 

Volume 9 Nomor 1, Januari 2025 

DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2539  

 

 

 

 

   
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 347 

 

Faktor-faktor tersebut adalah: (1) pengetahuan dan pemahaman perpajakan; (2) sanksi pajak; (3) 

sanksi kualitas pelayanan fiskus 

Faktor pertama adalah faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Faktor ini 

memerlukan  tingkat pendidikan yang baik bagi wajib pajak UMKM. Hal ini penting, karena tingkat 

pendididkan akan mempengaruhi pola berpikir serta pemahaman wajib pajak UMKM terhadap 

beberapa peraturan perpajakan serta akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor kedua  adalah faktor sanksi pajak. Secara umum 

dinyatakan bahwa sanksi merupakan hukuman  negatif  yang  dikenakan  kepada  orang  yang  

melanggar  peraturan. Sanksi perpajakan termasuk salah satu strategi yang efektif dalam mencegah 

ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak terjadi ketika seorang wajib pajak tidak 

membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak menyerahkan tanggung jawab 

perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Pangestu, 2024). Faktor 

ketiga adalah kualitas  pelayanan  fiskus. Pelayanan yang dilakukan oleh fiskus biasanya berbentuk 

sosialisasi perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan ini,  wajib pajak UMKM akan 

memahami pentingnya melaporkan pajak, pengetahuan perpajakannya akan bertambah, dan 

mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar. Sosialisasi sangat penting dalam 

meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan informasi dan 

pendampingan kepada wajib pajak agar memahami segala sesuatu tentang perpajakan 

(Ramadhanty & Zulaikha, 2020). 

  

STUDI LITERATUR 

 Pajak adalah kontribusi yang sah (dapat dipaksakan) oleh warga negara ke kas negara 

tanpa imbalan langsung (Sari & Rahma, 2022) dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Pajak adalah iuran yang berdasarkan Undang-undang , sehingga wajib pajak UMKM harus patuh 

terhadap Undang-undang perpajakan tersebut. Kepatuhan pajak mengacu pada keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya 

(Arisandy, 2017). Kepatuhan pajak berhubungan dengan penerimaan pajak karena peningkatan 

kepatuhan pajak secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pemerintah dari departemen 

pajak. Kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dipilih dalam penelitian ini adalah: (1) faktor 

pengetahuan dan pemahaman perpajakan; (2) faktor sanksi pajak; (3) faktor kualitas pelayanan 

fiskus. 

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib  pajak  

memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. 

Pengetahuan dan pemahaman dipengaruhi oleh tingkat pendidikan wajib pajak, semakin tinggi 

pendidikan wajib pajak akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami pengetahuan 

tentang perpajakan baik Undang-undang perpajakan maupun peraturan-pertauran perpajakan yang 

berlaku.Terdapat beberapa penelitian  tentang pengetahuan dan pemahaman perpajakan, antara lain 

penelitian bahwa pemahaman dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

(Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Namun demikian, terdapat penelitian yang menyatakan hasil 

sebaliknya, bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. (Saputra et al., 2022). Hasil penelitian yang sama terdapat pada penelitian lain dimana 

pemahaman  peraturan perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Safitri 

& Silalahi, 2020) 

Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui pemberian sanksi. Sanksi perpajakan akan 

mempermudah kepatuhan atas peraturan perpajakan. Wajib pajak akan patuh (meskipun terpaksa) 

atas tanggung jawab perpajakannya apabila sanksi perpajakan lebih memberatkan atau merugikan 

(Budhiarsana et al., 2016). Penelitian lain menyatakan bahwa jenis sanksi yang paling banyak 

ditemukan dalam Undang-undang perpajakan yakni denda. Denda dapat ditetapkan dalam jumlah 

tertentu, prosentase dari jumlah tertentu, atau kelipatan dari jumlah tertentu. Untuk banyak 

pelanggaran, denda ini merupakan tambahan dari hukuman pidana. Penelitian mengenai sanksi 

pajak menyatakan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Nugroho & Kurnia, 

2020). Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian lain yang menyatakan bahwa bahwa sanksi 

pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM (Lazuardini 

et al., 2020) 
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 Kualitas pelayanan perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak pada wajib pajak 

UMKM. Perilaku fiskus dalam melayani masyarakat sangat berpengaruh pada besar kecilnya 

pemenuhan kewajiban pajak. Pelayanan fiskus sangat penting untuk menghasilkan pendapatan 

pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Keuangan harus melayani wajib pajak secara profesional, 

jujur, dan bertanggung jawab. Pelayanan fiskus dalam bentuk sosialisasi sangat bermanfaat bagi 

wajib pajak UMKM. Dalam sosialisasi ini akan didapatkan informasi-infomasi terbarukan tentang 

perpajakan seperti jenis pajak, tarif pajak dan hal-hal lainnya. Penelitian menyatakan bahwa 

kualitas layanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Siti et 

al., 2021). Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian lain yang menyatakan bahwa kualitas 

layanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tene et al., 2017) 

 

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak  UMKM Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. 

Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, 

di mana pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan merupakan salah satu tanda 

pengetahuan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak, wajib pajak akan dikenakan 

denda, yang akan berdampak pada indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan wajib pajak 

dalam pelaporan, kepatuhan perhitungan pajak, dan ketepatan dalam menghitung pajak yang 

terutang (Puspanita, 2021). Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 

pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Wajib pajak yang kurang informasi dan pemahamannya 

akan sulit untuk membayar, menyetor, atau melaporkan pajak (Zahrani & Mildawati, 2019). 

Pemerintah harus melaksanakan sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai pengetahuan perpajakan 

agar meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Pada penelitian Kesaulya & 

Pesireron (2019), Novitasari et al., (2021), dan Soda et al. (2021) ditermukan bahwa pengetahuan 

dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah : 

H1 : Pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak  UMKM   berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan membayar pajak. 

 

Sanksi Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar 

Pajak. 

Sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara untuk mengukur 

dampaknya adalah dengan melihat indikator kepatuhan wajib pajak, seperti kepatuhan pendaftaran 

dan perhitungan serta pembayaran pajak yang terutang (Fadilah & Sapari, 2020). Sanksi juga 

diperlukan untuk menanamkan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, dan sanksi 

diterapkan secara tegas kepada mereka yang melanggarnya. Sanksi perpajakan dikenakan untuk 

memastikan bahwa wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan; sanksi tersebut tidak 

dimaksudkan untuk merugikan wajib pajak, membantu otoritas pajak, atau menguntungkan Negara. 

Akibatnya, penyelenggara dapat memengaruhi pandangan dan tindakan mereka sebagai wajib 

pajak, yang akan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus 

bersikeras tentang hukuman pajak untuk mempromosikan kepatuhan wajib pajak terhadapnya. 

Sanksi pajak yang berat biasanya akan membuat wajib pajak mempertimbangkan kembali untuk 

tidak membayar pajak tepat waktu. Namun, ada kecenderungan yang lebih besar untuk 

mengabaikan kewajiban pajak ini jika sanksi atas ketidakpatuhan sangat kecil (Putra, 2020). Sanksi 

perpajakan berdampak pada kepatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

(Zulma, 2020), (Listyaningsih et al., 2019), (Haryanti et al., 2022). Berdasarkan uraian tersebut 

maka hipotesisnya adalah : 

H2 : Sanksi pajak bagi wajib pajak UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar 

pajak. 

 

 

Kualitas pelayanan fiskus bagi wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan 

membayar pajak. 

Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan 

pelayanan yang sebenarnya diterima wajib pajak dengan pelayanan yang diharapkan atau 
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diinginkan wajib pajak (Farman, 2021). Lebih lanjut, kualitas pelayanan perpajakan dapat 

dikatakan baik apabila wajib pajak menerima pelayanan yang melebihi harapannya. Namun jika 

wajib pajak merasa bahwa pelayanannya dibawah harapan mereka, maka kualitas pelayanan fiskus 

disebut buruk. Untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, kualitas dan 

kuantitas pelayanan diharapkan mampu ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 

departemen pajak (Marcori, 2018). Berdasarkan  uraian tersebut  maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

H3 : Kualitas pelayanan fiskus  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam 

membayar pajak.  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan empat variabel terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel 

tergantung. Variabel bebas disebut juga variabel penyebab (independent variables) yaitu variabel 

yang menyebabkan adanya perubahan atau faktor-faktor yang nantinya terukur, dipilih dan 

dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat hubungan diantara fenomena atau peristiwa yang diteliti 

atau diamati. Sedangkan variabel terikat atau yang biasanya disebut variabel tergantung (dependent 

variables) adalah faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti dalam suatu penelitian, untuk 

menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas (Sugiyono, 2018). Jenis data yang 

digunakan pada penelitian adalah data kuantitatif dalam bentuk pendapat dari responden, kemudian 

diolah menjadi data dalam bentuk angka (kuantitatif) sesuai skala pada kuisioner penelitian. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kausalitas, yang bertujuan menjelaskan fenomena 

dalam bentuk pengaruh antar variabel independen terhadap dependen. Sumber data untuk penelitian 

ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah populasi terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang mempunyai  sumber  

data yang sudah jelas  batasnya  secara  kuantitatif  sehingga  dapat dihitung jumlahnya. Populasi 

yang menjadi obyek penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM, yang mana jumlahnya sebanyak 

190  wajib pajak. Teknik pengambilan  sampel  dalam penelitian ini adalah teknik non-

probability sampling dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan perhitungan sampel tersebut, 

maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini minimal sebanyak 129 wajib pajak UMKM. 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. Hasil analisis regresi adalah 

koefisien untuk masing-masing variabel bebas. Koefisien ini diperoleh dengan memprediksi nilai 

variabel terikat dengan suatu persamaan. Tahapan-tahapan   dalam  analisis   regresi   meliputi uji  

asumsi klasik yang terdiri dari a) uji normalitas data, b) uji multikolinieritas dan, c) uji 

heteroskedastisitas. Selain  uji normalitas   juga   dilakukan   uji F, uji R2 dan uji t.   

 

Identifikasi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan-PPP (X1) 

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah segala hal tentang perpajakan yang dipahami 

dengan baik dan benar oleh wajib pajak kemudian dapat menerjemahkan serta menerapkannya 

(Nurvita, 2016). 

 

Sanksi Pajak-SP (X2) 

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajaik. Kepatuhan wajib 

pajak diwujudkan melalui penegakan sanksi. Sanksi pajak bisa memberikan jaminan bahwa 

peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) terhadap kewajiban 

perpajaknya apabila sanksi pajak akan lebih memberatkan atau merugikan (Budhiarsana et al., 

2016). 

 

Kualitas Pelayanan Fiskus-KPF (X3) 

Suatu pelayanan yang berkualitas apabila pelayanan tersebut mampu memberikan kepuasan kepada 

masyarakat yang menerimanya (Siti et al., 2021). 
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HASIL  

Uji Validitas Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak  

Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang diukur dengan 8 (delapan) item 

pertanyaan dan hasil uji validitas pengetahuan dan pemahaman wajib pajak seperti tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

Pertanyaan rhitung 
rtabel 

(N = 128; α = 0,05) = 0,176 
Keterangan 

PPP1/SP1/KPF1 0,364/0,202/0,354 

0,176 

Valid 

PPP2/SP2/KPF2 0,323/0,215/0,304 Valid 

PPP3/SP3/KPF3 0,248/0,221/0,214 Valid 

PPP4/SP4/KPF4 0,219/0,274/0,300 Valid 

PPP5/SP5/KPF5 0,241/0,314/0,306 Valid 

PPP6/SP6/KPF6 0,305/0,251/0,209 Valid 

PPP7/SP7/LPF7 0,214/0,216/0,204 Valid 

PPP8/SP8/KPF8 0,268/0,201/0,231 Valid 

Sumber:Data diolah, 2024 

 

Hasil uji validitas seperti pada tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (rhitung) 

dari semua pertanyaan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas 

pelayanan fiskus lebih besar dari nilai rtabel (0,176). Artinya semua pertanyaan yang ada pada 

variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dinyatakan valid atau akurat. 

  

Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak 

Variabel kepatuhan membayar pajak yang diukur terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan. Hasil uji 

validitas kepatuhan membayar pajak seperti tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2. Validitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak 

Pertanyaan rhitung 
rtabel 

(N = 128; α = 0,05) = 0,176 
Keterangan 

KMP1 0,315 

0, 176 

Valid 

KMP2 0,444 Valid 

KMP3 0,305 Valid 

KMP4 0,270 Valid 

KMP5 0,305 Valid 

KMP6 0,204  Valid 

KMP7 0,613 Valid 

Sumber: Data Diolah, 2024 

 

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (rhitung) dari variabel 

kepatuhan membayar pajak dengan yang terdiri 7 (tujuh) pertanyaan lebih besar dari nilai rtabel 
(0,176). Artinya semua pertanyaan yang ada pada variabel kepatuhan membayar pajak dinyatakan 

valid atau akurat.  

 

Uji Reliabilitas  

Menurut Ghozali (2018) , suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach 

alpha > nilai kritis (0,60). Berikut nilai cronbach alpha dari variabel-variebel penelitian, seperti 

pada tabel 3: 

 

Tabel 3. Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel Cronbach Alpha Nilai Kritis Keterangan 

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib 0,821 

0,60 Reliabel Sanksi Pajak 0,724 

Kualitas Pelayanan Fsikus 0,805 
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Kepatuhan Membayar Pajak 0,814 

Sumber : Data diolah, 2024 

 

Hasil uji realiabilitas tabel 3, menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha pengetahuan dan 

pemahaman wajib pajak sebesar 0,821, sanksi pajak sebesar 0,724, kualitas pelayanan fiskus 

sebesar 0,805 dan kepatuhan membayar pajak  sebesar 0,814 lebih besar dari nilai kritis (0,60), 

artinya semua variabel adalah reliabel.  

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Data 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear 

memiliki distribusi normal ataukah tidak. Berikut hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov test 

seperti tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 128 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,10420121 

Most Extreme Differences Absolute ,076 

Positive ,063 

Negative -,076 

Test Statistic ,076 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,165 

Sumber: Data diolah, 2024  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai asympt. Sig (2-tailed) sebesar 0,165. Karena nilai 0,165 > α 

(0,05), dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Artinya semua variabel 

independen yang diteliti dalam penelitian adalah berdistribusi normal, sehingga residual data akan 

membentuk model regresi yang linear. 

Uji Multikolinearitas 

 Uji ini digunakan untuk menguji  ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. 

 

Tabel 5. Uji Multikolinearitas 

Variabel independen 
Nilai Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak 0,981 1,019 

Sanksi Pajak 0,991 1,009 

Kualitas Pelayanan Fsikus 0,992 1,008 

Sumber: Data diolah, 2024 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas seperti pada tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa nilai 

tolerance variabel  pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sebesar 0,981, persepsi dukungan 

sanksi pajak sebesar 0,991 dan kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,992,  nilai tolerance tersebut > 

0,10. Selanjuntnya untuk nilai VIF  kesadaran  wajib  pajak sebesar 1,021 pengetahuan  dan  

pemahaman  wajib  pajak sebesar 1,019, sanksi pajak sebesar 1,009 dan kualitas pelayanan fiskus 

sebesar 1,008, yang mana nilai VIF tersebut < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas. 

 

Uji Heterokedastisitas 

Hasil uji heterokedastisitas seperti pada tabel 6 berikut: 
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Tabel 6. Uji Heterokedastisitas 

Variabel Independen Correlation Coef. Sig. (2-tailed) 

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak 0,209 0,814 

Sanksi Pajak 0,152 0,187 

Kualitas Pelayanan Fsikus 0,189 0,288 

Sumber: Data diolah, 2024 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel yang diteliti  > α (0,05). 

Artinya variabel yang diteliti tidak mengandung unsur heterokedastisitas.  

 

Analisis Model Persamaan Regresi Linier Berganda 

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini seperti pada tabel 7 berikut: 

 

Tabel 7. Model Regresi Linier Berganda 

Variabel Koef.   Regresi T hitung Sig. 

(constant) 1,403   

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak 0,137 2,753 0,005 

Sanksi Pajak 0,263 1,933 0,019 

Kualitas Pelayanan Fsikus 0,805 3,700 0,001 

R  0,874 

R Square 0,763 

F hitung 99,143  

Signifikan F hitung 0,000 

N 128 

Sumber: Data diolah, 2024 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel 7, menunjukkan bahwa nilai 

koefisien dari masing-masing variabel independen bertanda positif, artinya menunjukkan 

perubahan yang searah antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan hasil 

analisis regresi linier tersebut, maka model persamaan regresi dapat diketahui berikut model 

persamaan regresinya: 

KMP = α +  β1 PPP + β2 SP+ β3 KPF + ε 

 = 1,403 + 0,137 PPP + 0,263 SP + 0,805 KPF 

Dari model persamaan regresi berganda tersebut dapat di intepretasikan berdasarkan dari nilai 

koefisien regresi, bila nilai dari koefisien regresi dari variabel independen bernilai tetap atau 

kontsan. Artinya nilai dari koefisien regresi dari variabel independen tidak ada kenaikan atau 

penurunan satu-satuan dari nilai koefisien regresinya, maka nilai variabel dependen akan tetap atau 

konstan. 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan hasil uji model regresi, terlihat untuk nilai koefisien determinasinya (R2) 

sebesar 0,763 atau sebesar 76,3%,  artinya  variabel  independen  mampu  menjelaskan  variabilitas  

variabel dependen sebesar 76,3%, sedangkan sisanya yang sebesar 23,7% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, misalnya variabel pendapatan UMKM. 

 

Uji Hipotesis (uji t) 

Hasil uji hipotesis dari penelitian ini adalah: 

Uji Hipotesis 1: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak  UMKM berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan membayar pajak. 

Pada tabel 7 diatas menunjukkan bawah nilai signifikan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak 

terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 0,005, yang mana nilai siginifikan tersebut < α (5%). 

Artinya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar 

pajak. Dengan nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,137, hal ini menjukkan bahwa variabel 

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mempunyai hubungan searah terhadap kepatuhan 
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membayar pajak. Hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak 

UMKM  berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak  adalah terbukti. 

 

Uji Hipotesis 2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam 

membayar pajak.  

Pada tabel 7 diatas menunjukkan bawah nilai signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar 

pajak sebesar 0,019, yang mana nilai siginifikan tersebut < α (5%). Artinya sanksi pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan nilai koefisien regresi yang positif 

sebesar 0,263, hal ini menjukkan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai hubungan searah 

terhadap kepatuhan membayar pajak. Hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak adalah terbukti. 

 

Uji Hipotesis 3: Kualitas pelayanan fiskus  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM dalam membayar pajak.  

Pada tabel 7 diatas menunjukkan bawah nilai signifikan kualitas pelayanan fiskus terhadap 

kepatuhan membayar pajak sebesar 0,001, yang mana nilai siginifikan tersebut < α (5%). Artinya 

kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan  nilai  

koefisien  regresi yang positif sebesar 0,805, hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas 

pelayanan fiskus  mempunyai hubungan searah  terhadap kepatuhan membayar pajak. Hipotesis 

yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM dalam membayar pajak adalah terbukti. 

 

PEMBAHASAN 

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak UMKM Berpengaruh Positif Terhadap 

Kepatuhan Membayar Pajak. 

Temuan penelitian menunjukkan pengehatuan dan pemahaman wajib pajak UMKM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya setiap wajib pajak 

yang telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan  perpajakan dengan  baik, 

maka wajib pajak  akan taat dan patuh dalam membayar pajak. Sesuai dengan hasil uji statistik 

deskriptif didapat informasi bahwa wajib pajak harus memeliki pengetahuan dan pemahaman 

tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. 

Pengetahuan   adalah   hasil   penalaran  yang  merubah   tidak   tahu   menjadi  tahu   dan  

menghilangkan  keraguan  terhadap  suatu  perkara, pengetahuan bagian informasi yang diketahui  

atau  disadari  oleh  seseorang. Artinya setiap wajib pajak yang harus mempunyai pengetahuan dan 

pemahaman terhadap peraturan  perpajakan berlaku saat ini dengan  baik, wajib pajak  harus taat 

dalam membayar pajak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Ariyanto et 

al., (2020), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu yang 

menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat diambil asumsi bahwa setiap wajib pajak harus 

mempunyai pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan berlaku saat ini, sehingga 

diharapkan dapat meningktakan kepatuhan wajib ajak dalam membayar pajak. 

 

Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam 

Membayar Pajak  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Artinya wajib pajak akan mematuhi 

pembayaran pajaknya bila wajib pajak tersebut memahami bahwa sanksi denda akan lebih banyak 

merugikannya. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan 

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kesaulya & Pesireron, 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, 

maka dapat diambil asumsi bahwa wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila wajib 

pajak tersebut memahami bahwa sanksi atau denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin 

banyak tunggakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka semakin sulit membayarnya 

Oleh  karena  itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda pajak akan berpengaruh 
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terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak untuk diperlukan surat 

pemberitahuan pajak untuk wajib pajak. 

 

Kualitas Pelayanan Fiskus  Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Dalam Membayar Pajak  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan tehadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak UMKM. Artinya Kepatuhan 

wajib dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, yakni dalam hal membayar pajak 

tergantung pada bagaimana fiskus memberikan kualitas terbaik pelayanannya. Sesuai dengan 

penelitian yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus kepada wajib pajak, mempunyai 

peran penting dalam kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Rianty & Syahputepa, 2020). 

Artinya   peran dari fiskus atau petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala 

keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak, dapat membantu meingkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil suatu asumsi bahwa kualitas pelayanan yang diberikan 

fiskus merupakan bagian kerja secara professional bagi fiskus untuk meningkatkan kepercayaan 

wajib pajak, fiskus memberikan perhatian terhadap masalah-masalah perpajakan yang dialami oleh 

wajib pajak, dan fiskus harus menguasai peraturan perpajakan dengan baik dan terampil dalam 

tugas-tugasnya, sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan wajib pajak 

untuk dapat mematuhi membayar pajak. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari data yang dukumpulkan serta pengolahan data statistik maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut; Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak UMKM. Artinya setiap 

wajib pajak yang telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan  perpajakan 

dengan  baik, maka wajib pajak  akan taat dan patuh dalam membayar pajak. Sesuai dengan hasil 

uji statistik deskriptif didapat informasi bahwa wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini akan berdampak pada 

patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak UMKM. Artinya wajib pajak akan 

mematuhi pembayaran pajak, apabila wajib pajak tersebut memahami bahwa ada sanksi denda 

maka lebih banyak ruginya. Kualitas pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

tehadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Artinya 

kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, yakni dalam hal 

membayar pajak tergantung pada bagaimana fiskus memberikan kualitas terbaik pelayanannya. 

Ketika fiskus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan 

semakin patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yakni dalam hal membayar pajak yang 

terutang. 
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